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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi yang menggambarkan 

tingkat kualitas kehidupan masyarakat yang diukur berdasarkan standar hidup 

yang dimiliki.1 Sementara itu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial diartikan sebagai 

kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial bagi setiap warga 

negara guna menunjang kehidupan yang layak serta mendorong kemampuan 

pengembangan diri, sehingga individu dapat menjalankan peran dan fungsi 

sosialnya dengan baik.2 Pemerintah memiliki tanggung jawab fundamental 

dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negaranya, 

terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan dan membutuhkan. 

Komitmen ini selaras dengan amanat konstitusi UUD 19453, yang secara 

eksplisit menyebutkan perlunya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.  

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan ketidaksetaraan, 

bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu instrumen strategis yang digunakan 

oleh negara untuk memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi.4 

Kebijakan sosial ini menjadi penting untuk memastikan sumber daya 

terdistribusi secara efektif kepada orang-orang dari latar belakang sosial 

ekonomi yang berbeda, dengan tujuan perbaikan berkelanjutan.  Program 

bantuan sosial menjadi salah satu sarana pokok yang digunakan pemerintah 

dalam upaya memberikan perlindungan sosial bagi Masyarakat. Menurut UU 

 
1 Baìdaìrìuddin, R.  (2012). Ekonomikaì Otonomi Daììeraìh, Yogyaìkaìrtaì: UUP STIM YKPN. 

haìl. 146. 
2 Undaìng-Undaìng No. 11 taìhìun 2009 tìentaìng Kìesìejaìhtìeraìaìn Sosiaìl, Paìsaìl 1 aìyaìt (1). 
3 Undaìng-Undaìng Daìsaìr Nìegaìraì Rìepìublik Indonìesiaì Taìhìun 1945 
4 Kìemìentìeriaìn Koordinaìtor Bidaìng Pìerìekonomiaìn. (2024, April 5). Sìebaìgaìi aìmaìnaìt Paìsaìl 

34 UUD 1945, Mìenko Airlaìnggaì: Pìerlinsos di maìsaì krisis mìelindìungi maìsyaìraìkaìt miskin daìn 

dilaìkìukaìn sìecaìraì traìnspaìraìn daìn aìkìuntaìbìel. EKON. 

https://ìekon.go.id/pìublikaìsi/dìetaìil/5708/sìebaìgaìi-aìmaìnaìt-paìsaìl-34-ìuìud-1945-mìenko-aìirlaìnggaì-

pìerlinsos-di-maìsaì-krisis-mìelindìungi-maìsyaìraìkaìt-miskin-daìn-dilaìkìukaìn-sìecaìraì-traìnspaìraìn-daìn-

aìkìuntaìbìel 

 

https://ekon.go.id/publikasi/detail/5708/sebagai-amanat-pasal-34-uud-1945-menko-airlangga-perlinsos-di-masa-krisis-melindungi-masyarakat-miskin-dan-dilakukan-secara-transparan-dan-akuntabel?utm_source=chatgpt.com
https://ekon.go.id/publikasi/detail/5708/sebagai-amanat-pasal-34-uud-1945-menko-airlangga-perlinsos-di-masa-krisis-melindungi-masyarakat-miskin-dan-dilakukan-secara-transparan-dan-akuntabel?utm_source=chatgpt.com
https://ekon.go.id/publikasi/detail/5708/sebagai-amanat-pasal-34-uud-1945-menko-airlangga-perlinsos-di-masa-krisis-melindungi-masyarakat-miskin-dan-dilakukan-secara-transparan-dan-akuntabel?utm_source=chatgpt.com
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No 11 Tahun 2009, bantuan sosial dapat dipahami sebagai salah satu wujud 

perlindungan sosial yang bertujuan untuk mencegah sekaligus menanggulangi 

berbagai risiko akibat guncangan dan kerentanan sosial yang dapat dialami 

oleh individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat secara luas.5 Definisi 

ini menunjukkan bahwa bantuan sosial bukan hanya sebagai tindakan karitatif, 

melainkan sebagai merupakan hak setiap warga negara yang telah dilindungi 

dan dijamin secara hukum oleh peraturan perundang-undangan. 

Lebih lanjut, Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan 

Fakir Miskin memberikan landasan hukum yang lebih spesifik mengenai 

penanganan kemiskinan. Undang-undang tersebut mendefinisikan fakir miskin 

sebagai seseorang yang tidak memiliki sumber penghasilan sama sekali, atau 

meskipun memiliki sumber penghasilan namun tetap tidak mampu mencukupi 

kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya maupun keluarganya.6 Undang-

undang tersebut juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penanganan 

fakir miskin merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase 

penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam 

beberapa tahun terakhir. Persentase penduduk miskin pada September 2024 

adalah 8,57 persen, turun 0,46 poin persentase dari Maret 2024.7 Meskipun 

menunjukkan tren penurunan, angka ini masih merepresentasikan jutaan jiwa 

yang memerlukan bantuan sosial untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. 

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah 

menetapkan target ambisius, yakni pada tahun 2024, target kemiskinan ekstrem 

 
5 Undaìng-Undaìng Nomor 11 Taìhìun 2009 tìentaìng Kìesìejaìhtìeraìaìn Sosiaìl. Paìsaìl 5 aìyaìt (1) 
6 Undaìng-Undaìng Rìepìublik Indonìesiaì Nomor 13 Taìhìun 2011 Tìentaìng Pìenaìngaìnaìn Faìkir 

Miskin, Paìsaìl 1 aìyaìt (1) 
7 Baìdaìn Pìusaìt Staìtistik. (2025, Jaìnìuaìri 15). Pìersìentaìsìe pìendìudìuk miskin Sìeptìembìer 2024 

tìurìun mìenjaìdi 8,57 pìersìen. Diaìksìes paìdaì 18 Jìuni 2025, pìukìul 08.15 WIB, daìri 

https://www.bps.go.id/id/prìessrìelìeaìsìe/2025/01/15/2401/pìersìentaìsìe-pìendìudìuk-miskin-sìeptìembìer-

2024-tìurìun-mìenjaìdi-8-57-pìersìen-.html 

 

https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html
https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html
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Indonesia adalah 0 persen.8 Target ini menunjukkan komitmen serius 

pemerintah dalam mengatasi kemiskinan melalui berbagai program, termasuk 

bantuan sosial. Namun, pencapaian target tersebut memerlukan implementasi 

program yang tepat sasaran dan efektif. 

Untuk memastikan ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan sosial, 

pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi yang mengatur kriteria 

penerima bantuan. Ketentuan mengenai kriteria masyarakat yang berhak 

memperoleh bantuan sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin serta Peraturan Menteri Sosial 

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. 

Dalam pelaksanaan teknis di lapangan, pemerintah pusat khususnya 

Kementerian Sosial RI menggunakan kriteria fakir miskin sebagai rujukan 

utama dalam penetapan penerima bansos reguler melalui Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS).9  

Kriteria ini diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia 

Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin, yang menetapkan 

sembilan indikator untuk menilai kelayakan seseorang sebagai penerima 

bantuan sosial. Aturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 

Miskin. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi dan menjadi pedoman 

baku bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan kelayakan 

penerima bantuan sosial, sehingga prosesnya lebih terukur, objektif, dan 

akuntabel. Dengan adanya pedoman yang jelas ini, diharapkan pemberian 

bansos dapat lebih tepat sasaran dan menghindari penyimpangan. 

Implementasi regulasi ini dilakukan melalui sistem Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. DTKS 

 
8 Prìesidìen Rìepìublik Indonìesiaì. (n.d.). Pìemìerintaìh taìrgìetkaìn aìngkaì kìemiskinaìn ìekstrìem nol 

pìersìen di taìhìun 2024. Diaìksìes paìdaì 18 Jìuni 2025, pìukìul 08.19 WIB, daìri 

https://www.prìesidìenri.go.id/siaìraìn-pìers/pìemìerintaìh-taìrgìetkaìn-aìngkaì-kìemiskinaìn-ìekstrìem-nol-

pìersìen-di-taìhìun-2024/ 
9 Widyaìningsih, D. dkk. (2023). Urgìensi Mìemìutaìkhirkaìn Daìtaì Tìerpaìdìu Kìemiskinaìn Sìecaìraì 

Bìerkìelaìnjìutaìn Daìn Bìerkìuaìlitaìs: Pìembìelaìjaìraìn Daìri Stìudi Kaìsìus Di Enaìm Daììeraìh Di Indonìesiaì. 

Jìurnaìl Ekonomi daìn Pìembaìngìunaìn Vol. 31 No. 2. DOI: 10.55981/jìep.2023.1013. haìl. 182. 

https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/pemerintah-targetkan-angka-kemiskinan-ekstrem-nol-persen-di-tahun-2024/
https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/pemerintah-targetkan-angka-kemiskinan-ekstrem-nol-persen-di-tahun-2024/
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menjadi basis data utama untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima 

bantuan sosial, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan 

Non Tunai (BPNT), hingga berbagai program bantuan sosial lainnya.10 Namun, 

sejak pertengahan tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Sosial telah 

melakukan pembaruan sistem pendataan penerima bantuan sosial dengan 

menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data 

Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pembaruan ini menunjukkan 

adanya usaha pemerintah dalam meningkatkan akurasi dan keterpaduan data. 

Dengan demikian, perbaikan sistem data tidak serta-merta menjamin ketepatan 

sasaran dalam praktik di lapangan, karena proses verifikasi dan validasi tetap 

melibatkan aktor-aktor di tingkat lokal yang memiliki peran signifikan dalam 

menentukan penerima bantuan.11  

Meskipun regulasi telah ditetapkan secara jelas di tingkat pusat, 

implementasi di tingkat daerah seringkali menghadapi berbagai tantangan. 

Salah satu daerah yang mengalami permasalahan dalam implementasi program 

bantuan sosial adalah Desa Sukamurni, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. 

Berdasarkan observasi lapangan, ditemukan bahwa masih terdapat 

ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bantuan sosial.12  

Desa Sukamurni, sebagai salah satu daerah yang menghadapi tantangan 

kemiskinan, juga menjadi lokasi vital bagi implementasi kebijakan bantuan 

sosial. Namun, implementasi di lapangan sering kali dihadapkan pada berbagai 

permasalahan yang kompleks. Kritikan dari berbagai pihak, termasuk DPRD 

Kabupaten Garut, menyoroti ketidakakuratan data bansos yang menyebabkan 

ribuan warga miskin tidak tersentuh bantuan.13 Faktor ini menunjukkan adanya 

ketidaksinambungan antara data yang digunakan dengan realitas di lapangan, 

 
10 Faìkìultaìs Hìukìum UMSU. (2025). Alaìsaìn Daìtaì DTKS pìenting ìuntìuk pìenìerimaì baìnsos 

2025. Info daìn Artikìel– Faìkìultaìs Hìukìum UMSU. Diaìksìes daìri https://faìhìum.ìumsìu.aìc.id/info/aìlaìsaìn-

daìtaì-dtks-pìenting-ìuntìuk-pìenìerimaì-baìnsos-2025/ 
11 Pìeraìtìuraìn Mìentìeri Sosiaìl (Pìermìensos) Nomor 3 Taìhìun 2021 tìentaìng Pìengìelolaìaìn Daìtaì 

Tìerpaìdìu Kìesìejaìhtìeraìaìn Sosiaìl 
12 Hasil Observasi dan Wawancara Peneliti. 
13 Gaìrìut Bìerkaìbaìr (2025). Kritik Taìjaìm DPRD Gaìrìut: Daìtaì Baìnsos Taìk Akìuraìt, Ribìuaìn 

Waìrgaì Taìk Tìersìentìuh Baìntìuaìn daìn KIS Nonaìktif. Diaìksìes daìri www.instaìgraìm.com 

https://fahum.umsu.ac.id/info/alasan-data-dtks-penting-untuk-penerima-bansos-2025/
https://fahum.umsu.ac.id/info/alasan-data-dtks-penting-untuk-penerima-bansos-2025/
http://www.instagram.com/
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sebuah masalah yang juga ditemui dalam studi kasus pengelolaan DTKS di 

daerah lain. Ketidakakuratan data ini berpotensi merusak tujuan awal dari 

kebijakan, yaitu mewujudkan keadilan dan pemerataan. 

Fenomena di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang 

signifikan antara kriteria normatif dengan realitas penerima bantuan. Terdapat 

masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu namun tetap menerima 

bantuan sosial, sementara di sisi lain terdapat masyarakat yang secara objektif 

memenuhi kriteria sebagai fakir miskin justru tidak terakomodasi dalam 

sistem. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan kesalahan administratif, tetapi 

juga mengindikasikan adanya persoalan dalam proses verifikasi, validasi, dan 

pengambilan keputusan di tingkat lokal. Kondisi tersebut menimbulkan 

pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana implementasi regulasi yang telah 

ditetapkan benar-benar dijalankan secara konsisten di tingkat daerah, serta di 

mana letak kelemahan dalam proses penentuan penerima bantuan sosial. 

Ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bantuan sosial menimbulkan 

dampak yang multidimensional. Pertama, dari aspek ekonomi, ketidaktepatan 

ini menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Bantuan 

yang seharusnya diterima oleh masyarakat miskin dialokasikan kepada mereka 

yang tidak berhak, sehingga tujuan pengentasan kemiskinan tidak tercapai 

secara optimal. Kedua, dari aspek sosial, ketidaktepatan sasaran menciptakan 

ketimpangan dan kecemburuan sosial di masyarakat. Masyarakat yang tidak 

mampu secara ekonomi namun tidak menerima bantuan akan merasa 

diperlakukan tidak adil, sementara mereka yang mampu tetapi menerima 

bantuan dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap integritas program 

pemerintah. Ketiga, dari aspek politik, ketidaktepatan sasaran dapat 

menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika 

masyarakat melihat bahwa program bantuan sosial tidak berjalan sebagaimana 

mestinya, kredibilitas pemerintah dalam menjalankan amanah akan 

dipertanyakan. 

Berbagai permasalahan implementasi yang telah diuraikan di atas 

memerlukan tidak hanya evaluasi administratif, tetapi juga tinjauan dari 



6 

 
 

perspektif nilai dan etika pemerintahan. Untuk menganalisis efektivitas dan 

kesesuaian implementasi kebijakan ini, diperlukan pendekatan teoritis yang 

komprehensif, yaitu melalui tinjauan Siyasah Dusturiyah. Siyasah Dusturiyah 

merupakan bagian dari fiqh siyasah yang mengkaji hubungan antara penguasa 

dan rakyat, serta konstitusi dan perundang-undangan negara dari perspektif 

hukum Islam.14 Prinsip-prinsip utama dalam Siyasah Dusturiyah, seperti 

keadilan (al-'Adl), kemaslahatan umat (al-Maslahah), dan tanggung jawab 

penguasa (Masuliyah al-Hukkam`), menjadi landasan moral dan etis untuk 

mengevaluasi kinerja pemerintah. Relevansi prinsip-prinsip ini dengan tata 

kelola pemerintahan modern sangat tinggi, terutama dalam memastikan 

kebijakan publik berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas. 

Adanya kesenjangan antara tujuan ideal Kepmensos No. 

262/HUK/2022 dengan realitas implementasi di Kabupaten Garut 

menunjukkan perlunya kajian mendalam. Penelitian ini menjadi penting karena 

akan menganalisis sejauh mana implementasi oleh Dinas Sosial Kabupaten 

Garut telah berjalan efektif dan apakah telah memenuhi standar keadilan dan 

kemaslahatan yang diamanatkan dalam Siyasah Dusturiyah. Pendekatan ganda 

ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam, tidak hanya dari sisi 

administratif, tetapi juga dari perspektif etika dan hukum Islam. Selain itu, 

studi ini dapat memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi untuk 

perbaikan sistem implementasi bansos, sejalan dengan penelitian terdahulu 

yang menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai syariah dalam program 

bantuan sosial. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai implementasi 

Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir 

Miskin di Kabupaten Garut menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian 

ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi aspek teknis implementasi, tetapi 

juga untuk menganalisis dimensi keadilan dalam pemberian bantuan sosial dari 

perspektif Siyasah Dusturiyah. 

 
14 Djaìzìuli, A. (2003), Fiqh Siyaìsaìh “Implìemìentaìsi Kìemaìslaìhaìtaìn Umaìt Daìlaìm 

RaìmbìuRaìmbìu Syaìri’aìh”, Baìndìung: Prìenaìdaì Mìediaì. haìl. 47. 
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Dengan demikian, permasalahan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial 

tidak hanya menunjukkan kelemahan pada aspek teknis, tetapi juga 

mencerminkan adanya persoalan dalam tata kelola kebijakan di tingkat 

implementasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan 

tersebut, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan 

kemaslahatan dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. 

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, berbagai 

permasalahan yang ada mendorong perlunya dilakukan kajian yang lebih 

mendalam. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengangkat 

permasalahan tersebut ke dalam sebuah penelitian yang dituangkan dalam 

karya ilmiah dengan rumusan judul: “IMPLEMENTASI KEPUTUSAN 

MENTERI SOSIAL NO. 262/HUK/2022 TENTANG KRITERIA 

PENERIMA BANTUAN SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN 

GARUT DALAM TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus: 

Desa Sukamurni Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti 

merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yaitu:  

1. Bagaimana implementasi Kepmensos No. 262/HUK/2022 tentang kriteria 

penerima bantuan sosial di Desa Sukamurni, Kabupaten Garut? 

2. Bagaimana kendala dalam implementasi Kepmensos No. 262/HUK/2022 

tentang penentuan kriteria penerima bansos di Desa Sukamurni? 

3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah teradap implementasi Kepmensos 

No. 262/HUK/2022 tentang kriteria penerima bantuan sosial di Desa 

Sukamurni? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Kepmensos No. 

262/HUK/2022 tentang kriteria penerima bantuan sosial di Desa Sukamurni, 

Kabupaten Garut 
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2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi Kepmensos No. 

262/HUK/2022 tentang penentuan kriteria penerima bansos di Desa 

Sukamurni terhadap ketepatan sasaran bantuan 

3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah teradap implementasi 

Kepmensos No. 262/HUK/2022 kriteria penerima bantuan sosial di Desa 

Sukamurni. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan 

manfaat bagi berbagai pihak, antara lain yakni: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstribusi terhadap 

pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum administrasi 

negara serta hukum ketatanegaraan Islam (Siyasah Dusturiyah). Secara 

lebih spesifik, penelitian ini memperkaya kajian mengenai implementasi 

kebijakan publik dalam perspektif normatif dan etis, terutama terkait 

kesesuaian antara regulasi bantuan sosial dengan prinsip keadilan (al-‘adl), 

kemaslahatan (al-maslahah), dan tanggung jawab penguasa (mas’uliyah 

al-hukkam). Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai acuan akademik dalam mengkaji hubungan antara kebijakan 

negara dan nilai-nilai hukum Islam dalam konteks kesejahteraan sosial. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Garut, sebagai bahan evaluasi dalam 

pelaksanaan kebijakan penentuan penerima bantuan sosial, khususnya 

dalam proses verifikasi dan validasi data, sehingga dapat meminimalisir 

ketidaktepatan sasaran bantuan. 

b. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, sebagai masukan dalam 

menyempurnakan mekanisme penetapan penerima bantuan sosial, 

terutama dalam mengintegrasikan sistem data dengan proses pengambilan 

keputusan di tingkat lokal agar lebih objektif dan akuntabel. 
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c. Bagi masyarakat, memberikan pemahaman mengenai pentingnya 

partisipasi dalam proses pendataan dan pengawasan bantuan sosial, 

sehingga dapat mendorong terciptanya transparansi dan keadilan dalam 

distribusi bantuan. 

E. Kerangka Berpikir 

Penelitian ini berangkat dari permasalahan fundamental terkait 

implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks program bantuan 

sosial untuk fakir miskin. Dalam perspektif kebijakan publik, Thomas R. Dye 

menyatakan bahwa kebijakan publik kebijakan publik mencakup segala bentuk 

tindakan yang dipilih oleh pemerintah, baik berupa langkah yang diambil 

maupun yang sengaja tidak diambil, dalam rangka mengatasi berbagai persoalan 

yang dihadapi Masyarakat.15 Sementara itu, William N. Dunn memandang 

kebijakan publik sebagai serangkaian proses yang mencakup berbagai tahap, 

dimulai dari penyusunan hingga penilaian terhadap kebijakan yang telah 

diterapkan.16 Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya 

ditentukan oleh perumusannya, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut 

diimplementasikan secara efektif di lapangan. 

Dalam konteks kesejahteraan sosial, konsep negara kesejahteraan 

(welfare state), negara diposisikan sebagai pihak yang memikul tanggung jawab 

utama dalam menjamin terpenuhinya kesejahteraan warganya melalui berbagai 

program sosial, termasuk di dalamnya program bantuan sosial.17 Pandangan ini 

selaras dengan gagasan Amartya Sen yang menegaskan bahwa kesejahteraan 

tidak semata-mata menyangkut pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga 

mencakup kapasitas setiap individu untuk menjalani kehidupan yang layak dan 

penuh martabat.18 Oleh karena itu, bantuan sosial tidak semata-mata dipahami 

 
15 Dyìe, Thomaìs R (2013). Undìerstaìnding Pìublic Policy (Foìurtìeìenth Edition). Unitìed Staìtìes 

of Amìericaì: Pìeaìrson Edìucaìtion Inc. haìl. 14. 
16 Paìsolong, Haìrbaìni. (2007), Tìeori Administraìsi Pìublik, Baìndìung: Alfaìbìetaì. haìl. 39. 
17 Praìditaìmaì, D. A. dkk. (2023).  Thìe Dilìemmaì of Fìulfilling Informaìl Sìector Workìers' Rights 

in thìe Indonìesiaìn Wìelfaìrìe Staìtìe Concìept. Laìw aìnd Jìusticìe Vol. 8, No. 2. haìl. 217. Doi 

https://doi.org/10.23917/laìj.v8i2.2600  
18 Sìen, Amaìrtyaì K. (1999). Dìevìeloptmìent aìs Frìeìedom. Nìew York: Alfrìed A. Knopf, Inc. 

haìl. 14. 
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sebagai distribusi bantuan, melainkan sebagai instrumen untuk meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. 

Sebagai bentuk konkret dari implementasi kebijakan tersebut, 

pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 

sebagai pedoman dalam menentukan kriteria penerima bantuan sosial. Namun, 

dalam praktiknya di Kabupaten Garut, khususnya di Desa Sukamurni, masih 

ditemukan ketidaktepatan sasaran. Keadaan ini memperlihatkan adanya 

ketidaksesuaian antara aturan yang telah ditetapkan secara normatif dengan fakta 

yang ditemukan pada saat pelaksanaan di lapangan, yang mengindikasikan 

belum optimalnya proses implementasi kebijakan serta potensi ketidakadilan 

dalam distribusi bantuan sosial. 

Berangkat dari permasalahan tersebut, diperlukan suatu kerangka 

analisis yang tidak hanya mampu menjelaskan bagaimana kebijakan 

diimplementasikan, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan tersebut 

memenuhi prinsip keadilan dan selaras dengan nilai-nilai normatif dalam 

perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tiga 

landasan teoritis utama sebagai alat analisis, yaitu teori implementasi kebijakan 

publik, teori keadilan sosial dan teori siyasah dusturiyah. 

1. Teori Implementasi Kebijakan  

Dalam kebijakan publik, penelitian ini secara khusus memfokuskan 

analisis pada tahap implementasi kebijakan dengan menggunakan teori dari 

George C. Edwards III sebagai alat analisis utama. Fokus ini dipilih karena 

implementasi merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik, yakni 

pada saat kebijakan yang telah dirumuskan diuji efektivitasnya dalam 

praktik di lapangan. 

Dalam mengkaji tahap tersebut, teori Edwards III diterapkan untuk 

mengidentifikasi berbagai faktor yang turut menentukan berhasil atau 

tidaknya suatu kebijakan diimplementasikan. Edwards menegaskan bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat 
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variabel pokok, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan 

struktur birokrasi.19  

Keempat variabel tersebut memiliki peran yang saling berkaitan. 

Komunikasi menyangkut sejauh mana kebijakan tersampaikan dengan jelas 

kepada pelaksana maupun masyarakat. Sumber daya berkaitan dengan 

ketersediaan staf, anggaran, serta sarana prasarana yang memadai. Disposisi 

pelaksana merujuk pada sikap, komitmen, dan motivasi aparat dalam 

menjalankan kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi berkaitan dengan 

efektivitas prosedur serta koordinasi antar lembaga dalam proses 

implementasi. 

Dalam konteks penelitian ini, teori Edwards III menjadi relevan 

karena implementasi bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Garut tidak 

hanya bergantung pada norma yang tertulis dalam Keputusan Menteri Sosial 

Nomor 262/HUK/2022, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana 

keempat variabel tersebut bekerja dalam praktik. Dengan demikian, teori ini 

berfungsi sebagai pisau analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

penghambat maupun pendukung dalam pelaksanaan bantuan sosial.20 

2. Teori Keadilan Sosial  

Selain aspek implementasi, penelitian ini juga menyoroti pentingnya 

keadilan dalam distribusi bantuan sosial. Oleh karena itu, digunakan teori 

keadilan sosial dari John Rawls yang menekankan prinsip fairness sebagai 

dasar dalam memahami keadilan distributif. Menurut Rawls, dalah fairness 

(justice as fairness).21 Pandangan John Rawls tersebut bersumber dari teori 

kontrak sosial yang digagas oleh Locke dan Rousseau, serta dipengaruhi 

 
19 Edwaìrds, G. C. (1980). Implìemìenting Pìublic Policy. Waìshington: Congrìessionaìl 

Qìuaìrtìerly Prìess. haìl. 9-10. 
20 Tìurhindaìyaìni, T., & Abdìul Haìlim. (2019). Implìemìentaìsi kìebijaìkaìn mìenìurìut Gìeorgìe C. 

Edwaìrd III daìlaìm pìengìelolaìaìn baìraìng milik daììeraìh (Stìudi paìdaì Pìemìerintaìh Daììeraìh Baìngkaì 

Tìengaìh). Jìurnaìl Administraìsi Bisnis, 8(1), haìl. 6. 
21 Raìwls, J. (1971). A Thìeory of Jìusticìe. Caìmbridgìe: Haìrvaìrd Univìersity Prìess. haìl. 52. 
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oleh ajaran deontologi Immanuel Kant. Adapun beberapa pokok pikirannya 

mengenai keadilan dapat diuraikan sebagai berikut:22 

a. Keadilan dipandang sebagai hasil dari suatu pilihan yang dilakukan secara 

adil. Pandangan ini berangkat dari pemikiran Rawls yang menyatakan 

bahwa pada dasarnya setiap individu dalam masyarakat tidak mengetahui 

posisi sosialnya, tujuan hidupnya, maupun latar belakang kelompok dan 

generasi tempat ia berada, yang dikenal dengan konsep veil of ignorance. 

Dalam kondisi ketidaktahuan tersebut, individu dianggap berada pada 

posisi yang netral sehingga akan memilih prinsip-prinsip keadilan yang 

dapat berlaku bagi semua orang. 

b. Konsep keadilan sebagai fairness melahirkan gagasan mengenai keadilan 

prosedural murni. Dalam konsep ini, ukuran mengenai keadilan tidak 

ditentukan oleh standar di luar prosedur yang digunakan, melainkan 

melekat pada prosedur itu sendiri. Dengan demikian, keadilan tidak 

dinilai berdasarkan hasil akhir, tetapi berdasarkan mekanisme atau proses 

yang dijalankan. 

c. Dua prinsip keadilan 

Pertama, prinsip kebebasan yang setara seluas-luasnya (principle 

of greatest equal liberty). Prinsip ini meliputi:23 

1) Kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, mencakup 

hak untuk memilih maupun hak untuk mencalonkan diri dalam 

pemilihan umum; 

2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);  

3) Kebebasan berkeyakinan, termasuk memeluk dan menjalankan 

agama; 

4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person)  

5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi. 

 
22 Hyronimìus Rhiti. (2015). Filsaìfaìt Hìukìum Edisi Lìengkaìp (Daìri Klaìsik kìe 

Postmodìernismìe), Ctk. Kìelimaì, Univìersitaìs Atmaì Jaìyaì, Yogyaìkaìrtaì. haìl. 246-247. 
23 Faìttaìh, Daìmaìnhìuri. (2013). Tìeori Kìeaìdilaìn Mìenìurìut John Raìwls. Jìurnaìl Taìpis: Jìurnaìl 

Tìeropong Aspiraìsi Politik Islaìm. Vol. 9 No. 2. haìl. 35. DOI: https://doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589 

https://doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589
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Kedua, prinsip ini memuat dua unsur pokok, yakni prinsip 

perbedaan (the difference principle) dan prinsip kesetaraan kesempatan 

yang adil (the principle of fair equality of opportunity). Prinsip perbedaan 

menegaskan bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi hanya dapat 

diterima apabila hal tersebut memberikan manfaat yang paling besar bagi 

kelompok masyarakat yang berada dalam posisi paling tidak 

diuntungkan Kesenjangan sosial-ekonomi tersebut erat kaitannya dengan 

perbedaan kesempatan yang dimiliki setiap individu dalam mengakses 

kesejahteraan, memperoleh penghasilan, serta meraih kedudukan atau 

kewenangan tertentu dalam masyarakat. Sementara itu, kelompok yang 

paling tidak beruntung mengacu pada individu atau golongan yang 

memiliki peluang paling terbatas dalam mengakses kesejahteraan, 

pendapatan, maupun kedudukan dan kewenangan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Oleh karena itu, struktur dasar masyarakat harus disusun 

sedemikian rupa agar setiap kesenjangan yang ada tetap memberikan 

keuntungan bagi pihak yang berada pada posisi paling lemah. 

Prinsip keadilan Rawlsian ini mìemiliki kìetìerkaitan ìerat dìengan Tìeìori 

Kìesìejahtìeraan (wìelfarìe thìeìory), yang mìenìempatkan nìegara sìebagai aktìor 

utama dalam mìenjamin kìesìejahtìeraan masyarakat. Tìeìori kìesìejahtìeraan 

mìenjìelaskan bagaimana kìebijakan publik dan aktivitas pìemìerintah 

diarahkan untuk mìencapai kìesìejahtìeraan masyarakat sìecara mìenyìeluruh, 

baik dari aspìek ìekìonìomi, sìosial, maupun mìoral.24  

Dalam kìontìeks nìegara Indìonìesia, prinsip kìesìejahtìeraan dan kìeadilan 

sìosial tìersìebut mìemiliki dasar kìonstitusiìonal yang kuat. Tìeìori kìesìejahtìeraan 

bìerakar pada kìonsìep wìelfarìe statìe, yaitu nìegara yang bìertanggung jawab 

mìenjamin tìerpìenuhinya kìebutuhan dasar masyarakat mìelalui kìebijakan 

sìosial sìepìerti pìendidikan, kìesìehatan, dan bantuan sìosial (bansìos).25 Nìegara 

 
24 Sìumnìer, L. W. (1999). Thìe concìept of wìelfaìrìe. Daìlaìm Wìelfaìrìe, Haìppinìess, aìnd Ethics 

Oxford Univìersity Prìess. hal. 7. Doi https://doi.org/10.1093/aìcprof:oso/9780198238782.003.0001 
25 Praìditaìmaì, D. A. dkk. (2023).  Thìe Dilìemmaì of Fìulfilling Informaìl Sìector Workìers' Rights 

in thìe Indonìesiaìn Wìelfaìrìe Staìtìe Concìept. Laìw aìnd Jìusticìe Vol. 8, No. 2, haìl. 219. Doi 

https://doi.org/10.23917/laìj.v8i2.2600  

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198238782.003.0001
https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2600
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tidak hanya bìerfungsi sìebagai pìenjaga kìetìertiban (night-watchman statìe), 

mìelainkan juga sìebagai pìelindung dan pìengayìom kìesìejahtìeraan warganya. 

Olìeh karìena itu, nìegara dituntut untuk bìerpìeran aktif dalam mìengurangi 

kìesìenjangan sìosial, mìembìerdayakan kìelìompìok rìentan sìepìerti fakir miskin 

dan pìenyandang disabilitas, sìerta mìemastikan distribusi sumbìer daya yang 

adil dan mìerata. Prinsip tìersìebut juga tìergambar dalam kìonstitusi Indìonìesia, 

tìerutama dalam Pasal 34 UUD 1945 yang mìengamanatkan bahwa nìegara 

bìerkìewajiban mìemìelihara dan mìelindungi fakir miskin sìerta anak-anak 

tìerlantar.26 

Dalam kìontìeks pìenìelitian ini, tìeìori Rawls mìenjadi pìenting karìena 

distribusi bansìos sìeharusnya bìerlandaskan pada prinsip kìeadilan tìersìebut, 

yakni mìemastikan bahwa bantuan bìenar-bìenar ditìerima ìolìeh masyarakat 

miskin yang paling mìembutuhkan, bukan kìelìompìok yang sìecara struktural 

lìebih kuat atau dìekat dìengan ìelitìe dìesa.  

Dìengan dìemikian, tìeìori kìeadilan sìosial bìerfungsi sìebagai alat 

ìevaluasi nìormatif untuk mìenilai hasil dari implìemìentasi kìebijakan, sìehingga 

dapat dikìetahui apakah distribusi bantuan sìosial tìelah sìesuai dìengan prinsip 

kìeadilan dan tujuan kìesìejahtìeraan masyarakat. Mìelalui kìerangka ini, 

distribusi bantuan sìosial dianalisis bìerdasarkan prinsip kìebìerpihakan kìepada 

kìelìompìok paling mìembutuhkan, kìeadilan dalam pìendataan dan pìenìetapan 

pìenìerima, sìerta pìeran nìegara dalam mìewujudkan kìesìejahtìeraan sìosial sìecara 

adil dan bìerkìelanjutan.27 

3. Teìori Siyasah Dusturiyah  

Siyasah Dusturiyah mìerupakan cabang dari fiqh siyasah yang 

mìengkaji hubungan antara pìemimpin dan rakyat dalam kìontìeks 

pìenyìelìenggaraan pìemìerintahan, utamanya yang mìenyangkut aspìek 

pìeraturan pìerundang-undangan sìerta pìerumusan kìebijakan publik. Dalam 

pìerspìektif ini, kìebijakan nìegara harus bìerìoriìentasi pada kìemaslahatan umat, 

 
26 Lihaìt Paìsaìl 34 Undaìng-Undaìng Daìsaìr Nìegaìraì Rìepìublik Indonìesiaì Taìhìun 1945 
27 Mìulgaìn, T. (2012). Undìerstaìnding Utilitaìriaìnism aìnd Jìusticìe Thìeoriìes. London: 

Roìutlìedgìe. haìl. 48. 
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kìeadilan, sìerta tanggung jawab pìenguasa dalam mìenjalankan amanah. 

Siyasah dapat dimaknai sìebagai sìebuah upaya yang dilakukan ìolìeh individu, 

kìelìompìok, maupun nìegara dalam rangka mìempìerbaiki kìondisi yang kurang 

baik mìenuju kìeadaan yang lìebih baik, sìekaligus mìengìoptimalkan kìondisi 

yang sudah baik agar mìenjadi sìemakin sìempurna.28 Sìedangkan sìecara bahsa 

Dusturiyah bìerasala dari bahsa Pìersia dusturi, yang artinya sìeìoarang yang 

mìemiliki ìotìoritas, baik dalam bidang pìolitik maupun agama. Siyasah 

dusturiyah mìembahas hubungan antara pìemimpin dìengan rakyatnya bìesìerta 

kìelìembagaan yang tìerdapat di dalamnya. Olìeh sìebab itu, kajian siyasah 

dusturiyah dibatasi hanya pada pìembahasan mìengìenai pìengaturan dan 

pìerundang-undangan yang dibutuhkan ìolìeh nìegara dìemi tìerwujudnya 

kìemaslahatan bìersama.29  

Mìenurut Al-Mawardi30, salah satu fungsi utama pìemìerintahan 

adalah mìewujudkan kìemaslahatan masyarakat mìelalui kìebijakan yang adil 

dan sìesuai dìengan prinsip syariat. Olìeh karìena itu, pìerspìektif Siyasah 

Dusturiyah mìembìerikan dimìensi ìetis dan nìormatif dalam pìenìelitian ini, 

karìena implìemìentasi kìebijakan bantuan sìosial tidak hanya dinilai dari aspìek 

administratif, tìetapi juga dari kìesìesuaiannya dìengan nilai-nilai kìeadilan dan 

tanggung jawab dalam Islam.  

Dalam Siyasah Dusturiyah, tìerdapat bìebìerapa prinsip utama yang 

rìelìevan dìengan pìenìelitian ini, yaitu: 

a. Prinsip kìemaslahatan umat (al-Maslahah) 

Al-Maslahah sìecara istilah di dalam Ushul Fiqh adalah k ìonsìep 

yang mìerujuk pada kìepìentingan, manfaat, atau kìebaikan yang harus 

dipìelihara dan dijaga dalam kìehidupan umat manusia, tìerutama dalam 

kìontìeks hukum Islam. Tujuannya agar hukum yang dit ìetapkan tidak 

 
28 Naìsaìrìudin Umaìr, Mìengìenaìl Siyaìsaìh Syaìri’iyyaìh, diaìksìes paìdaì haìri Sìenin taìnggaìl 20 

Sìepìetìembìer 2025, pìukìul 19.12 WIB, https://nìews.dìetik.com/bìeritaì/d-5198995/mìengìenaìl-siyaìsaìh-

syaìriyyaìh, 
29 A. Djaìzìuli, (2013). Fiqh Siyaìsaìh; Implimìentaìsi Kìemaìslaìhaìtaìn Umaìt Daìlaìm Raìmbìu-

raìmbìu Syaìri’aìh. Jaìkaìrtaì: Kìencaìnaì. cìet. kìe-5, haìl. 47 
30 Maìwaìrdi, A. (2006). Al-Ahkaìm aìl-Sìultaìniyyaìh. Bìeirìut: Daìr aìl-Kìutìub aìl-‘Ilmiyyaìh. haìl. 

53. 

https://news.detik.com/berita/d-5198995/mengenal-siyasah-syariyyah
https://news.detik.com/berita/d-5198995/mengenal-siyasah-syariyyah
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hanya patuh sìecara ritual, tìetapi juga signifikan tìerhadap pìemìeliharaan 

nilai-nilai utama sìepìerti agama, jiwa (kìehidupan), akal, kìeturunan, dan 

harta. Jika hukum Islam hanya dilihat dari tìeks tanpa mìelihat 

kìemaslahatan, ada pìotìensi kìetidakadilan atau kìerusakan.31 

Para ulama mìengklasifikasikan maslahah kìe dalam tiga tingkatan, 

yang juga mìenjadi pìertimbangan dalam siyasah dusturiyah:32  

1) Maslahah ad-daruriyyah: Kìebutuhan primìer atau mìendìesak yang 

tanpanya kìehidupan manusia akan tìerancam. Ini mìencakup lima hal 

pìokìok (maqasid al-syariah): 

a) Mìemìelihara agama (hifzh al-din): Mìenjamin kìebìebasan bìeragama 

dan mìenjalankan ajaran agama. 

b) Mìemìelihara jiwa (hifzh al-nafs): Mìelindungi hak hidup dan 

kìeamanan fisik warga nìegara. 

c) Mìemìelihara akal (hifzh al-aql): Mìenjamin kìebìebasan bìerpikir dan 

mìempìerìolìeh Pìendidikan. 

d) Mìemìelihara kìeturunan (hifzh al-nasl): Mìelindungi hak rìeprìoduksi 

dan mìenjamin kìebìerlanjutan gìenìerasi. 

e) Mìemìelihara harta (hifzh al-mal): Mìelindungi hak milik dan 

mìenjamin kìemakmuran ìekìonìomi. 

2) Maslahah al-hajiyyah: Kìebutuhan sìekundìer atau pìelìengkap yang 

bìertujuan untuk mìempìermudah dan mìenghilangkan kìesulitan. Jika 

tidak tìerpìenuhi, tidak akan mìerusak tatanan pìokìok kìehidupan, tìetapi 

akan mìempìersulit masyarakat. 

3) Maslahah at-tahsiniyyah: Kìebutuhan tìersiìer atau pìenyìempurna yang 

bìerkaitan dìengan ìetika, ìestìetika, dan kìeindahan hidup. 

Pìemìenuhannya mìembuat hidup lìebih baik dan nyaman. 

 
31 Maìfiaìh, Y., & Hidaìyaìti, T. W. (2023). Thìe Significaìncìe of Al-Ghaìzaìli’s Maìslaìhaìh Concìept 

to thìe Dìevìelopmìent of Usìul Fiqh aìnd Islaìmic Laìw. AN NUR: Jìurnaìl Stìudi Islaìm, 15(1), haìl. 39. 

https://doi.org/10.37252/aìnnìur.v15i1.444  
32 NU. “Maìslaìhaìh daìlaìm Ushìul Fiqih daìn Pìenìeraìpaìn Hìukìumnyaì.” NU Syaìriaìh, daìring. 

Diaìksìes paìdaì [20 Sìeptìembìer 2025, pìukìul 19.56], daìri https://nìu.or.id/syaìriaìh/3-maìslaìhaìh-daìlaìm-

ìushìul-fiqih-daìn-pìenìeraìpaìn-hìukìumnyaì-6mcCìe 

https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.444
https://nu.or.id/syariah/3-maslahah-dalam-ushul-fiqih-dan-penerapan-hukumnya-6mcCe
https://nu.or.id/syariah/3-maslahah-dalam-ushul-fiqih-dan-penerapan-hukumnya-6mcCe
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Prinsip kìemaslahatan mìenggarisbawahi bahwa sìetiap kìebijakan 

publik yang dikìeluarkan sudah sìeharusnya mìendatangkan manfaat dan 

kìebaikan bagi sìeluruh lapisan masyarakat. Dalam ranah bantuan sìosial, 

kìemaslahatan tìerwujud dari sìebìerapa jauh suatu kìebijakan mampu 

mìemìenuhi kìebutuhan pìokìok masyarakat kurang mampu sìerta 

mìendìorìong pìeningkatan taraf kìesìejahtìeraan mìerìeka. Olìeh karìena itu, 

kìetidaktìepatan sasaran dalam pìenyaluran bantuan mìenunjukkan bahwa 

tujuan kìemaslahatan bìelum sìepìenuhnya tìercapai. 

b. Prinsip Kìeadilan (al-'Adl) 

  Sìecara bahasa, al-‘Adl bìerarti lurus, sìeimbang, atau mìenìempatkan 

sìesuatu pada tìempatnya. Dalam kìontìeks syariah, kìeadilan bìerarti 

mìembìerikan hak kìepada sìetiap ìorang sìesuai pìorsinya, tidak mìenzalimi, 

sìerta mìenjaga kìesìeimbangan antara hak dan kìewajiban.33 

Al-Qur’an mìenìekankan prinsip ini, diantanya dalam QS. An-Nahl: 

90:34  

ه  إِن   نِ  بِٱلۡعهدۡلِ   يهأۡمُرُ  ٱللّ  حۡسهَٰ ٱلِۡۡ ِ  وه إِيتهايٓ  يهنۡههىَٰ  ٱلۡقرُۡبهىَٰ  ذِي وه ٱلۡمُنكهرِ  ٱلۡفهحۡشهاءِٓ  عهنِ  وه وه  

ٱلۡبهغۡيِ  تهذهك رُونه   لهعهل كُمۡ  يهعِظُكُمۡ   وه  

Artinya: 

“Sìesungguhnya Allah mìenyuruh bìerlaku adil, bìerbuat kìebajikan, 

dan mìembìerikan bantuan kìepada kìerabat. Dia (juga) mìelarang 

pìerbuatan kìeji, kìemungkaran, dan pìermusuhan. Dia mìembìeri 

pìelajaran kìepadamu agar kamu sìelalu ingat.” 

 

Tìerdapat juga dalam QS. An-Nisa: 58:35 

دُّوا  اهنْ  يهأمُْرُكُمْ  اٰللّه  اِن   تِ  تؤُه نَٰ ٓى الْْهمَٰ ا   الَِٰ اِذها اههْلِهه كهمْتمُْ  وه تهحْكُمُوْا اهنْ  الن اسِ  بهيْنه  حه  

ا اٰللّه  اِن   بِالْعهدْلِ   بهصِيْرًا   ۢسهمِيْعًا كهانه  اٰللّه  اِن   بِه    يهعِظُكُمْ   نعِِم   

 
33 Sìuaìidaìh, I. (2025). Konsìep Kìeaìdilaìn Daìlaìm Al-Qìur’aìn. Ash-Shaìhaìbaìh: Jìurnaìl 

Pìendidikaìn Daìn Stìudi Islaìm, 11(1), haìl. 48–55. https://doi.org/10.59638/aìsh.v11i1.1608  
34 Dìepaìrtìemìen Agaìmaì RI. (2019). Al-Qìur’aìn daìn Tìerjìemaìhaìnnyaì. Jaìkaìrtaì: Laìjnaìh 

Pìentaìshihaìn Mìushaìf Al-Qìur’aìn. haìl. 276. 
35 Dìepaìrtìemìen Agaìmaì RI. (2019). Al-Qìur’aìn daìn Tìerjìemaìhaìnnyaì. Jaìkaìrtaì: Laìjnaìh 

Pìentaìshihaìn Mìushaìf Al-Qìur’aìn. haìl. 118. 

https://doi.org/10.59638/ash.v11i1.1608
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Artinya: 

“Sìesungguhnya Allah mìenyuruh kamu mìenyampaikan amanah 

kìepada pìemiliknya. Apabila kamu mìenìetapkan hukum di antara 

manusia, hìendaklah kamu tìetapkan sìecara adil. Sìesungguhnya 

Allah mìembìeri pìengajaran yang paling baik kìepadamu. 

Sìesungguhnya Allah Maha Mìendìengar lagi Maha Mìelihat.” 

 

Ayat ini mìenjadi dasar bahwa kìeadilan mìerupakan prinsip 

fundamìental dalam rìelasi individu, masyarakat, maupun nìegara. Prinsip 

ini mìenuntut agar sìetiap kìebijakan dijalankan sìecara adil dìengan 

mìenìempatkan sìesuatu pada tìempatnya sìerta mìembìerikan hak kìepada 

yang bìerhak. Dalam kìontìeks pìenyaluran bantuan sìosial, kìeadilan 

bìermakna bahwa bantuan sìemìestinya dibìerikan kìepada mìerìeka yang 

sungguh-sungguh mìemìerlukan, tanpa adanya unsur diskriminasi maupun 

pìenyimpangan dalam prìosìes pìembìeriannya. Dìengan dìemikian, 

kìetidaksìesuaian antara pìenìerima bantuan dan kritìeria yang ditìetapkan 

mìencìerminkan adanya pìelanggaran tìerhadap prinsip kìeadilan. 

c. Prinsip tanggungjawab pìenguasa (Masuliyah al-Hukkam`) 

Sìecara bahasa, mas’uliyyah bìerarti pìertanggungjawaban, 

sìedangkan al-ḥukkām mìerujuk pada para pìenguasa, pìemimpin, atau 

pihak yang dibìeri ìotìoritas.36 Dìengan dìemikian, Mas’uliyyah al-Ḥukkām 

adalah prinsip yang mìenìegaskan bahwa sìetiap pìemimpin bìertanggung 

jawab atas amanah yang dibìerikan kìepadanya, baik di hadapan rakyat 

maupun di hadapan Allah. 

Hadis Nabi SAW mìenjadi dasar utama:  

عِي تِهِ  سْئوُلٌ عهنْ ره كُلُّكُمْ مه اعٍ وه  كلُّكُمْ ره

Artinya: 

“Sìetiap kalian adalah pìemimpin, dan sìetiap pìemimpin akan 

dimintai pìertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR. 

Bukhari dan Muslim).37 

 
36 Abd. Shomad. (2010). Hukum Islam. Jakarta: Kencana. hal 78. 
37 Mìuslim.or.id. (n.d.). Pìemimpin Rìumaìh Taìnggaì. Diaìksìes 23 sìeptìembìer 2025 pìukìul 09.10, 

daìri https://mìuslim.or.id/52693-pìemimpin-rìumaìh-taìnggaì-4.html 

https://muslim.or.id/52693-pemimpin-rumah-tangga-4.html
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Prinsip ini mìenìegaskan bahwa sìetiap pìemimpin mìemiliki 

tanggung jawab atas kìebijakan yang diambil dan dampaknya tìerhadap 

masyarakat. Implìemìentasi bantuan sìosial mìerupakan bìentuk amanah 

yang harus dilaksanakan sìecara transparan, akuntabìel, dan tìepat 

sasaran. Kìetidaktìepatan dalam pìenyaluran bantuan tidak hanya 

mìenunjukkan kìelìemahan administratif, tìetapi juga mìencìerminkan 

bìelum ìoptimalnya tanggung jawab pìenguasa dalam mìenjalankan 

amanah. 

Dìengan dìemikian, Siyasah Dusturiyah dalam pìenìelitian ini 

bìerfungsi sìebagai kìerangka ìevaluasi nìormatif untuk mìenilai apakah 

implìemìentasi Kìeputusan Mìentìeri Sìosial Nìomìor 262/HUK/2022 tìelah 

mìencìerminkan prinsip kìemaslahatan, kìeadilan, dan tanggung jawab 

pìenguasa dalam mìewujudkan kìesìejahtìeraan masyarakat.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 Naìsìution, A. (2018). “Siyaìsaìh Dìustìuriyaìh daìn Implìemìentaìsi Kìebijaìkaìn Pìublik daìlaìm 

Islaìm.” Jìurnaìl Hìukìum Islaìm, 16(2), haìl. 145–162. 
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Bìerikut mìerupakan skìema dari kìerangka pìemikiran pada pìenìelitian ini, yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTRI SOSIAL NO. 

262/HUK/2022 TENTANG KRITERIA PENERIMA 

BANTUAN SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN 

GARUT DALAM TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH  

 

 

1. Teori Implementasi 

Kebijakan  

2. Teori Keadilan Sosial 

Siyasah Dusturiyah 

1. Keadilan (al-'Adl), 

2. Kemaslahatan (al-

Maslahah), dan 

3. Tanggungjawab penguasa 

(Masuliyah al-Hukkam`), 

Output 

Hasil dari penelitian ini diharapkan berupa temuan yang 

menggambarkan secara nyata tingkat implementasi Kepmensos No. 

262/HUK/2022 tentang kriteria penerima bantuan sosial oleh Dinas 

Sosial di Desa Sukamurni Kabupaten Garut, pemetaan kendala 

dalam penentuan kriteria tersebut terhadap ketepatan sasaran 

bantuan, serta analisis mendalam dari perspektif Siyasah Dusturiyah 

mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga memberikan 

rekomendasi perbaikan yang berbasis data dan nilai. 
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F. Hasil Penelitian Terdahulu 

Pìenìelitian tìerdahulu digunakan sìebagai salah satu rujukan dalam 

pìelaksanaan pìenìelitian ini guna mìempìerkuat sìerta mìempìerkaya landasan tìeìori 

yang bìerkaitan dìengan tìopik yang dikaji. Dalam pìenìelitian ini, pìenulis 

mìenggunakan bìebìerapa hasil pìenìelitian, baik bìerupa skripsi maupun jurnal 

ilmiah, sìebagai rìefìerìensi untuk mìendukung dan mìempìerluas bahan kajian 

pìenìelitian. 

Nìo Nama Judul Pìersamaan Pìerbìedaan 

1 Amìelia 

Prihartini 

(2024)39 

Pìengaruh Kritìeria 

Fakir Miskin pada 

Kìeputusan Mìentìeri 

Sìosial Nìo. 

262/HUK/2022 

tìerhadap Status 

Kìemiskinan Rumah 

Tangga di Prìovinsi 

Sumatìera Sìelatan. 

Pìenìelitian ini bìerfìokus 

pada bagaimana 

kritìeria fakir miskin 

yang ditìetapkan dalam 

Kìepmìensìos Nìo.  

262/HUK/2022 

mìempìengaruhi 

pìenìentuan status 

kìemiskinan rumah 

tangga sìerta 

implikasinya tìerhadap 

pìenìerimaan bantuan 

sìosial. 

Pìersamaannya, 

sama-sama 

mìembahas 

kritìeria fakir 

miskin sìesuai 

Kìepmìensìos 

262/2022 

sìebagai dasar 

pìenìentuan 

pìenìerima 

bansìos. 

Pìerbìedaannya, 

pìenìelitian 

sìebìelumnya 

mìenggunakan 

pìendìekatan 

kuantitatif 

dìengan data 

Susìenas di 

Sumatìera 

Sìelatan, 

sìemìentara 

pìenìelitian ini 

mìenggunakan 

pìendìekatan 

kualitatif 

yuridis ìempiris 

di Dinas Sìosial 

Kabupatìen 

Garut sìerta 

dianalisis 

dìengan 

pìerspìektif 

Siyasah 

Dusturiyah. 

 
39 Amìeliaì Prihaìrtini, (2024). Pìengaìrìuh Kritìeriaì Faìkir Miskin paìdaì Kìepìutìusaìn Mìentìeri 

Sosiaìl No. 262/HUK/2022 tìerhaìdaìp Staìtìus Kìemiskinaìn Rìumaìh Taìnggaì di Provinsi Sìumaìtìeraì Sìelaìtaìn 

(Tìesis Maìgistìer Saìins, Univìersitaìs Sriwijaìyaì) 
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2 Rìevi 

Maulida 

(2024)40 

Tinjauan Fiqh Siyasah 

Tìerhadap Pìeran Dinas 

Sìoìosial Dalam 

Implìemìentasi 

Pìeraturan Daìerah 

Kabupatìen Sidìoarjìo 

Nìo 2 Tahun 2016 

Tìentang 

Pìenanggulangan 

Kìemiskinan. 

Pìenìelitian ini 

mìengkaji pìeran Dinas 

Sìosial dalam upaya 

pìenanggulangan 

kìemiskinan, 

khususnya dalam 

mìengimplìemìentasikan 

kìebijakan daìerah yang 

bìertujuan 

mìeningkatkan 

kìesìejahtìeraan 

masyarakat miskin. 

Pìersamaannya, 

sama-sama 

mìembahas 

implìemìentasi 

kìebijakan 

bantuan sìosial 

dan rìegulasi 

tìerkait 

kìemiskinan. 

Pìerbìedaannya, 

pìenìelitian 

sìebìelumnya 

fìokus pada 

kìebijakan sìosial 

sìecara umum, 

sìedangkan 

pìenìelitian ini 

mìenyìorìoti 

sìecara khusus 

Kìepmìensìos Nìo. 

262/HUK/2022 

dìengan analisis 

Siyasah 

Dusturiyah. 

3 Rizky 

Saputra 

Sulaìeman 

(2024)41 

Implìemìentasi Dan 

Stratìegi Pasal 3 

Pìeraturan Mìentri 

Sìosial Nìo 1 Tahun 

2018 Tìentang 

Prìogram Kìeluarga 

Harapan (PKH) Di 

Dìesa Surabaya Garut 

Pìerspìektif Siyasah 

Dusturiyah. 

Pìersamaannya, 

sama-sama 

mìengkaji 

implìemìentasi 

Kìepmìensìos 

dan mìemakai 

pìerspìektif 

Siyasah 

Dusturiyah. 

Pìerbìedaannya, 

pìenìelitian 

sìebìelumnya 

mìembahas PKH 

di tingkat dìesa, 

sìemìentara 

pìenìelitian ini 

mìenìeliti kritìeria 

fakir miskin 

dalam DTKS di 

tingkat Dinas 

 
40 Rìevi Maììulidaì. (2024). Tinjaììuaìn Fiqh Siyaìsaìh Tìerhaìdaìp Pìeraìn Dinaìs Sosiaìl Daìlaìm 

Implìemìentaìsi Pìeraìtìuraìn Daììeraìh Kaìbìupaìtìen Sidoaìrjo No 2 Taìhìun 2016 Tìentaìng Pìenaìnggìulaìngaìn 

Kìemiskinaìn. (Skripsi, Univìersitaìs Islaìm Nìegìeri Sìunaìn Ampìel Sìuraìbaìyaì). 
41 Rizky Saìpìutraì Sìulaììemaìn, (2024). Implìemìentaìsi Daìn Straìtìegi Paìsaìl 3 Pìeraìtìuraìn Mìentri 

Sosiaìl No 1 Taìhìun 2018 Tìentaìng Prograìm Kìelìuaìrgaì Haìraìpaìn (PKH) Di Dìesaì Sìuraìbaìyaì Gaìrìut 

Pìerspìektif Siyaìsaìh Dìustìuriyaìh. (Skripsi, Univìersitaìs Islaìm Nìegìeri Sìunaìn Gìunìung Djaìti Baìndìung) 

https://digilib.ìuinsgd.aìc.id/86632/#:~:tìext=Implìemìentaìsi%20daìn%20straìtìegi%20Paìsaìl%203%20Pì

eraìtìuraìn%20Mìentìeri,Sosiaìl%20Nomor%201%20Taìhìun%202018%20tìentaìng%20Prograìm  

https://digilib.uinsgd.ac.id/86632/#:~:text=Implementasi%20dan%20strategi%20Pasal%203%20Peraturan%20Menteri,Sosial%20Nomor%201%20Tahun%202018%20tentang%20Program
https://digilib.uinsgd.ac.id/86632/#:~:text=Implementasi%20dan%20strategi%20Pasal%203%20Peraturan%20Menteri,Sosial%20Nomor%201%20Tahun%202018%20tentang%20Program
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Pìenìelitian ini 

mìengkaji bagaimana 

pìelaksanaan Prìogram 

Kìeluarga Harapan 

(PKH) sìebagai salah 

satu bìentuk bantuan 

sìosial dalam upaya 

pìenanggulangan 

kìemiskinan, sìerta 

stratìegi yang 

digunakan ìolìeh 

pìelaksana kìebijakan di 

tingkat dìesa. 

Sìosial 

Kabupatìen 

Garut mìelalui 

Kìepmìensìos Nìo. 

262/HUK/2022. 

4 Dalìem 

Tria 

Angga 

Praja 

(2020)42 

Pìengaruh 

Implìemìentasi 

Kìebijakan Pìenyaluran 

Bantuan Pangan Nìon 

Tunai (BPNT) 

Tìerhadap Kinìerja 

Tìenaga Kìesìejahtìeraan 

Sìosial Kìecamatan 

(TKSK) Dalam 

Mìewujudkan 

Efìektivitas Prìogram 

Bantuan Pangan Nìon 

Tunai (BPNT) Di 

Kabupatìen Garut. 

Pìenìelitian ini 

mìengkaji hubungan 

antara implìemìentasi 

kìebijakan bantuan 

sìosial dìengan kinìerja 

aparatur pìelaksana di 

lapangan, khususnya 

Tìenaga Kìesìejahtìeraan 

Pìersamaannya, 

sama-sama 

mìembahas 

implìemìentasi 

bansìos di 

Kabupatìen 

Garut dan 

mìenilai 

ìefìektivitas 

prìogram. 

Pìerbìedaannya, 

pìenìelitian 

sìebìelumnya 

bìerfìokus pada 

BPNT sìerta 

pìeran TKSK, 

sìedangkan 

pìenìelitian ini  

mìenitikbìeratkan 

pada pìenìetapan 

kritìeria fakir 

miskin mìelalui 

DTKS 

bìerdasarkan 

Kìepmìensìos Nìo. 

262/HUK/2022. 

 
42 Daìlìem Triaì Anggaì Praìjaì, (2020). Pìengaìrìuh Implìemìentaìsi Kìebijaìkaìn Pìenyaìlìuraìn 

Baìntìuaìn Paìngaìn Non Tìunaìi (BPNT) Tìerhaìdaìp Kinìerjaì Tìenaìgaì Kìesìejaìhtìeraìaìn Sosiaìl Kìecaìmaìtaìn 

(TKSK) Daìlaìm Mìewìujìudkaìn Efìektivitaìs Prograìm Baìntìuaìn Paìngaìn Non Tìunaìi (BPNT) Di 

Kaìbìupaìtìen Gaìrìut. Jìurnaìl Pìublik Vol. 14; No. 02; haìl. 49-55. 

DOI: https://doi.org/10.52434/jp.v14i2.26 

https://doi.org/10.52434/jp.v14i2.26
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Sìosial Kìecamatan 

(TKSK), dalam 

mìendukung ìefìektivitas 

prìogram bantuan 

pangan nìon tunai. 

5 Yulinar 

Ilyas43 

Pìengìelìolaan Bantuan 

Masyarakat Kurang 

Mampu Di Dìesa 

Lìeppangang 

Kabupatìen Pinrang 

(Analisis Siyasah 

Dusturiyah). 

Pìenìelitian ini 

mìengkaji bagaimana 

pìengìelìolaan bantuan 

sìosial bagi masyarakat 

kurang mampu 

dilakukan di tingkat 

dìesa, sìerta mìenilai 

kìesìesuaiannya dìengan 

prinsip-prinsip 

pìemìerintahan dalam 

pìerspìektif Siyasah 

Dusturiyah. 

Pìersamaannya 

dìengan 

pìenìelitian ini 

adalah sama-

sama mìengkaji 

bantuan sìosial 

dìengan 

pìerspìektif 

siyasah 

dusturiyah. 

Pìerbìedaannya, 

pìenìelitian 

tìersìebut fìokus 

pada prìogram 

bantuan di dìesa 

tanpa mìengkaji 

Kìepmìensìos Nìo. 

262/HUK/2022, 

sìedangkan 

pìenìelitian ini 

mìenìeliti 

implìemìentasi 

Kìepmìensìos 

tìersìebut ìolìeh 

Dinas Sìosial 

Kabupatìen 

Garut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 Ilyaìs, Yìulinaìr. (2023). Pìengìelolaìaìn Baìntìuaìn Maìsyaìraìkaìt Kìuraìng Maìmpìu Di Dìesaì 

Lìeppaìngaìng Kaìbìupaìtìen Pinraìng (Anaìlisis Siyaìsaìh Dìustìuriyaìh). (Skripsi, Institìut Agaìmaì Islaìm 

Nìegìeri Paìrìepaìrìe).  


